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BUPATI MAROS

PERATURAN BIJPATI MAROS
NOMOR: lo TAnur{ tor

TENTANC

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

KABTJPATEN MAROS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan Pe8turan Daenh Kabupaten Maros Nomor 9
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Daerah Kabupatel
Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan
serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi
perizinan secara lebih mudah, cepat, s€derhan4 efektif dan efisien serta
kepastian proses pelayana4 maka perlu mengatur standar op€rasional
prosedur dalam pemberian p€rizioatr kepada masyamkat;

bahwa b€rdasarkan pertimbangm sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati t€ntang Stadar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu pada Ka[tor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkal II di Sulawesi (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomo! I 822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indorcsia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan L€mbamn Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-undarg Nomor 28 Tahun I 999 tentang Penyel€nggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun I 99 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385 I );

Undsng-undang Nomor l7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(L€mbaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaraan Negam Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-undalg Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan L€mba.aan Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4400 ):

c.

Mengingat : l.

2.

3.

4.

)-



/

(4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten,

(5) Pengawasan frrngsional sebagaimana dimaksud pada ayar (4) dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasd 2l

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksonaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maros.

Pasal22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peranran Bupati Maros Nomor 14
Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Marcs
(Berita Daerah KabupatenMarcs Tahun 2010 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupaii ini mulai berlsku pada tanggal diundar(*an.

Agar s€tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Bupati ini dengan penempatamya dalam B€rita Daerah Ikbupaten Maros.

Diletapkan di Maros

pada tanggal. 7 llurt ear

Diundangkan di Maros

pada tanggal ,t Vat1,- aot

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHTJN 2OI I

NOMOR: ,a

--YA. r
\

H. BAHARUDDIN



6.

7.

Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004, tentang Pembentukan PeraJuran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tanbahan trmboran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor rg37) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhb dengan Undang-undang Nomor 12 Tshun
2008 Tentang Penrbahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M
lentarg Pemerintalnn Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambatnn t embsran Negara Republik Indonesia Nomor
48,t4):

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
altara Pemerintah Pusat d8n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tshun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelol.an Keuangan
Daerah ( LembaEn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594 );

PeBturan Menleri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedornan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penturan Pemcrinrah Nomor 53 Tahrm 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (l,embar.n Negara Republik hdonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tarnbahsn Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5 I 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor I Tahun 2007, tenlang pokok -
pokok Pengelolaan Keuangan Da€rah (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupalen Maros Nomor 2l Tahun 2008 kntang Stuktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupatel Marcs(l€mbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2l) s€bagairnana
lelah diubah beberapa kali temkhir dengan Perabran Daerah Nomor 8 Tahun
2010 tentsng Perubshan Kedua atas Peraturan Daeroh Kabupaten Maros
Nomor 2l Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dirus Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tertang Stuktur
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Marcs
(lcmbaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008), sebagaimana telah
diubah bebeiapa kali terakhir dcngan Peraturan Dacrsh lGbupaten Maros
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pcnrbahan Kedua stas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 teotang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Da€rah Kabupaten Maros
(knbaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 20 I 0 Nomor 9);

8.
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Menetapkan

Peraturan Bupati Maros Nomor 08 tahun 2011 tentang Penjabann Tugas
17. pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros (Befita Daerah Kabupaten
Maros Tahun 201 I Nomor 8):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peratuan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l, Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangat Daerah Sebagai Unsur
PenyelenggaraPeme.intah daemh

3. Bupati adalah Bupari Maros .

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Da€rah Kabupaten Maros.

5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Maros.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumya disingkat SKPD adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Marcs yang b€rlanggung jawab
kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maros.

8. Kantor Pelayamn Terpadu Satu Pintu dan Penananan Modal yang s€lanjuhya
disingkat KPTSP-PM adalah KPTSP-PM Kabupaten Maros.

9. Kepala KPTSP-PM adalah Kepala KPTSP-PM Kabupaten Maros;

10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan p€rizinan yang
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ketahap terbihya
dokumen dilakukan oleh KPTSP-PM Kabupat€n Maros.

I l. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdii
dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan
lapangan, pembahasan teknis dan memberikan r€komendasi/pertimbangan
mengenai s€suatu p€rizinan kepada Kepala Kantor.

12. Pelayanan Perizinan adalah goses pemberian izin kepada orang/badan hukum
untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kesiatan bukan usaha berdasarkan

ketentuan yarg berlaku.



l3.Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memboletrkan perbuatan
hukum oleh ses€orang atau sekelompok orang dalan ranah hukum administmsi
negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasa*an peraturan perundang-
undangan.

14. Standar Operasional Prosedu yang selanjuhya disebut SOP adalah pedoman
atau acuan untuk melaksanakan tugas p€kerjaan sesuai dengal hmgsi dan alat
penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator tektls
adminislratifd$ proscdual sesuai dengan tsta kerj4 prosedur keda dan sistem
kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan.

15. Retribusi adalah pungutan daerah s€bagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izir tertentu yang khusus disediakan dan atau dibcrikan oleh Pemerinrah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bsdan;

16. Pengaduan Mssyarakat ada.lah laporan dari masyarakat mengenai adanya
keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.

17. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi milik negara perseroan
terbatas, pers€roan komanditer, perseroan lainny4 badan usaha milik negara
atau daerah dengan nana dan bentuk apapurl p€rsekutuan, perkumpula4 firm4
kongsi, kop€rasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bennlk
usaha letap sert8 bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penr.usunan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu merupskan pedoman bagi:

a. seluruh komponen masyarakat dalam menunj.ng aktivitasnya untuk dapat
berinvestasi;

b. apamt pemerintah penyelenggara perizinan.

Pasal 3

Tujuan SOP Pelayanan Perizinan Teryadu yaitu untuk terselenggaranya produk
perizinan yang sesuai dengan asas perizinan yang transparuL akuntabel,
partisipatif, efisien, efelrif dan profesional.

BAB III

RUANC LINGKUP, PENYELENGGARA PERZINAN DAN JENIS
PERIZINAN

Pasd 4

( I ) Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi :

a. pemberian izin baru;

b. perubahan perizinan;

c. perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan;

d. pemberian salinan perizinan

e, pembatalan perizinan;



f. penolakan perizinan;

g. pembekuan p€rizinan;

h. pencabutan.

(2) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pads ayat ( I ) huruf 4 merupakan
pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki
perizinan dari Pemerintah Daerah.

(3) Perubahan perizinan sebagainana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b, merupakan
pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perizinan
akibat adanya suatu perubatlan baik kepemilikan, maupun bidang usah&

(4) P€rpanjangan/her r€gistrasi/d8ffar ulang perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf c, merupakan p€mberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha
dari pemerinuh daerah yang diakiba&an telah habis masa waktu berlakunya
pedzinsn.

(5) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d,
merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah
&erah yang diakibatkan perizinan yang lelah dikeluarkan hilang atau rusak.

(6) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pads ayat (l) huufe, merupakan
pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usalE dari pemerintah daerah yang
disebabkan bah*'a peizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintoh <taemh

tidak memenuhi kctcnnrEn dolam periziDan teB€but dan atau p€laksanaan

kegiaran ddak s€suai dengan ketentuan dan hentangan dengan izio yang telah
diterbitkan.

(7) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huuf f, merupakan
pemberian legal aspek dari suatu permohonan pedzinsn yang tidak bisa
diprosevditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan teknis maupun
administrasi karcna tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundarg-
undangan yang berlaku,

(8) Penbekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufg, merupatan
pemberian legsl aspek suatu kegistan usaha yang telah diberikan pemerintah
dsemh tetapi unhrk s€mentsra tidak berlaku sampai batas waktu yang telah
ditentukan diakibatkan ad8nya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan
yang telah dikeluarkan.

(9) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf i, merupakan
pencabutan legal aspek perizinan yang dikcluarkan pcmerintah daerah
diakibatkan adanya sesuatu hal yang b€rtentarpn dengan perizinan yang telah
dikeluarkan.

Pasal 5

(l) I&ntor menyeleoggamkan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan
pelimpalun s€bagian urusan dari Bupati s€suai dengsn peraturan penmdang-
undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu s€bagaimana dimaksud pada ayat
(l ), sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 201 I tentang Pelimpahsn
Kewenangan Perizinan dari Bupati kepads Kepal& Kantor Pelayanan Te4radu
Satu Pintu dan Penanaman Modal lGbupaten Maros.

(3) Jenis perizinan yang dilimpahka4 terdiri dari :

a. Izin Mendirikan Bangunan (lMB)



b. lzin Penmtuksn Penggunaan Tamh

c. Izin Gargguan (HO)

d. Surat lzin T€mpat Usaha (SITU)

e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

f. Tanda Daftar Industri (TDD

g. Tanda Daftar Gudang (TDC)

h. Izin Usaha Industri (lUt)

i. Izin Usaha Pariwisata

j. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Pcnyadapan Cetah Pinus)

k. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat

l. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)

m. Izin Usaha Jasa Konstuksi (IUJK)

n. Izin Tempat Usaha (SITU)

o. lzin Penggunaan Air Tanah

p, Izin Trayek

q. lzin Usaln Pertambangar Eksplorasi

r. Izin Ussha Pertarnbangan Opensi Produksi

s. Izin Pertambangan Rakyat

(4) Jenis perizinan s€bagFimaru dimaksud pada ayat (3) huuf a s/d huuf p di atas,

ditandatangani oleh Kepsta K4tor Pelayanan TeiPodu Satu Pintu dan

Penanarnan Modal Kabupsten Maros.

(5) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pa& ayat (3) huuf q, r, dan s
ditandatsngani oleh Bupati Marcs.

BAB IV

PROSEDUR PERZINAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayamn

lasal 6

(l) Ketentuan Standar meliputi :

a.jenis perizinan;

b. masa berlaku izin;

c. dasar hukum;

d. klarifikasi/sasarur

e. persyaratan pelayanan;

f. retribusi;

g. jangka waktu pelayaoaD;

h. formulir p€imohonan;



i. sarana dan prasarana;

j. kompetensi petugas Perizinan;

k. petugas pengaduan.

(2) Rincian Ketentuan Sta$dar Pelayanan Perizinar Terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) hutuf a sampai dengan htuuf g, tercantum dalam-Lampimn I, yang

merupakan bagian yang tidak teryisahkan dad Peranuan Bupati ini'

(3) Bagan Alur Prcs€dur Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam.LamPiran ll- 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini'

Bagian Kedua

PeNYa!"atan Pelayanan

Pasd 7

(l) Persyaratan Pelayanan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
' ' 

p"tnbhon sebagaimana tercantum dalam lampiran l, yang merupakan bagiul

iang tidak terpisahkan dari Peraturaa Bupati ini.

(2) Salah sstu D€rsvafatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' yaitu

adanya rei<omendasi/saran tcknis perizinan dari SKPD terkait tingkat

Kabupaten dan atau Pemerintah Kabupaten Maros.

(3) Rekomendasi/saral teknis perizinan berupa:

a. berita acara hasit pembahasan tim teknis;

b. kajian teknis dari SKPD Kabupat€n Maros.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaiksn sec{ra tertulis

kepada Kepala KPTSP-PM s€bagai pemroses perizirsn.

(5) Untuk izin perpanjangan/lrer registrasi/daftar ulang penyaratannya cukup

mela.mpirkan Keputusar izin yang lama dari pemohon.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana PelaYanan

Pasd 8

(l) sarana dan prasarana pelayanan merupakan p€ralb! l9s mendukung

p.g.. p"nyil-ggataan Pelayanar Perizinan Terpadu di KabupatenMaros'

(2) Sanna dan prasarana sebagaimana dimaksud pads ayat (l), sekur'ng-

kurangnya terdiri dari :

a- sistem informasi PelaYanan;

b. peralatan kaltor;

c. alat tulis kartor;

d. gedung;

e. media informasi PelaYanan.



(3) Pengaturan Sistem informasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempar

Kompetensi Petugas Pelayanan Perizinan

Pasal 9

(l) Petugas P€layanan Perizinan Terpadu pada bidang perizinan terdiri dari :

a. Petugas Pelayanan Informasi;

b. Petugas Pendsffaran dan Penerima Be*as;

c. Kasir atau Petugas Penerima Pembayaran Retribusi;

d. Petugas Penyerahan Berkas dan Pengagenda;

e. Petugas Pengaduan;

f. Pemproses Perizirnn'

(2) Penunjukan Petugas Pelayanan Perizirun Terpadl sebagaimana dimaksl! pada
'-' 

"yut 
if;, dibentri dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan terpadu Satu

Pintu darl Penanaman Modal.

(3) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), untuk memberikan bahan
' 
penimbangir pemGrian perizinan dibentuk Tim Teknis yang keanggotaannya

dari SKPD terkait.

(4) Pembentukan Tim Teknis s€bagaimana dimaksud ayat (2), dibenbk dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Kelirna

Tugas Pokok

Paragraf I

Petugas Pelayanan Informasi

Pasal l0

(l) Petugas Pelayanan Informasi sebaglmgna dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l)
' - 

huru--f a, mempunyai tugas memberikan informasi dan menedma serta

memeriksa kelengkaPan berkas.

(2) Untuk melaksanakan tugas s€bagaimana dimaksud poda ayat (l)' Petugas

Pelayanan lnformasi mempunyai frmgsi :

a. pemberian informasi p€layatran;

b. penerimaan berkas permohonan pelayanan;

c. pemeriksaan kelengkapan berkas pqmohonani

d. penyampaian berkas kepads petugas pemeriksa;

e. penyampaisn dokumen pelayanan kepada pemohonan;

f. oenerimaan dokumen p€layanan dari petugas admioistrasi'



Paragraf 2

Petugas Pendaftaran dan Penerima Berkas

Pasal I t

(1) Petugas Pendaftaran dan Penerima Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayal (l) huruf b, memprmyai tugas memeriksa keabsahan dan kebenaran
b€rkas pemohonan p€layaoan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Petugas
Pendaftaran dan Penerima Berkas mempunyai fingsi :

a. pelaksana penilaian berkas permohonan pelayanan;

b. pelaksanaan pembuatan rekomendasi;

c. pembubuhan parafpada kolom pengesahan kepada perugas administrasi;

d.penyampaian informasi kepada tim peneliti untuk melakukan
penetitiarL/penguj ian lapangan.

Paragnf 3

Kasir atau Petugas Penerima Pembayaran Retribusi

Pasal 12

(l) Kasi atau Petugas Penerima Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (l) huruf c, mempunyai tugas menerima biaya dan retribusi
perizinan.

(2) Untuk melaksamkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Petugas
Penerima Pembayaran Retribusi mempunyai frmgsi :

a. penerimaan biaya dari retribusi;

b. pembuatan surat tanda bukti pembayaran atau Sural Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD);

c, menyetorkan uang p€rnbayaran retribusi daerah ke kas daerah.

Paragraf 4

Petugas Penyerahan Berkas dan Pengagenda

Pasal 13

(l) Petugas Penyerahan Berkas dan Pengagenda sebagaimana dimaksud da.lam
Pasal 9 ayat (l) hurufd, mempunyai tugas menyerahkan surat naskah p€dzinan

dan meregister/mengarsipkan dokumen/surat naskah perizinan yang telah di
proses kepada p€mohon.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Petugas
Penyemhan Berkas dan Pengagenda mempunyai firngsi :

a. penyenhan naskah surat pedzinan;

b. pembuatan dokumen pelayanan;

c. pengagenda dokumen pelayanarr;

d. penllsunan laporan pembuatan dokumen pelayanan.



Pasal 14

(l) Petugas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huuf e,
mernpunyai tugas menerima pengaduar masyarakat dalam pelayanan publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), petugas
pengaduan mempmyai firngsi :

a. peMimaan p€ngaduan;

b. pemeriksaan pengaduan;

c. penytsunan rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan pengaduan.

Paragaf 6

Pemproses Perizinan

Pasal 15

(l) Pemprcses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huuf f,
mempunyai rugas mengelola teknis masing-masing perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Proses
Perizinan mempunyai fungsi :

a.pemeriksaan persyaratan dan keabsahan dokumen-dokumen pemohon;

b. pengkoordinasian dengan SKPD terkait dan Tim Teknis;

c,penghitungan besamya retribusi pe zinan yang diajukan pemohon.

Paragraf 7

Tim Teknis

Pasal 16

(1) Tim Teknis mempunyai tugas memedksa kebenaran dari dan informasi yang
tercantum dalam berkas permohonan pelayanan di lapangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Tim Teknis
mempunyai fungsi;

a. pengujian lapangan;

b. p€mbuatan berita acara lapangan;

c, pembahasan teknis;

d. p€mbuatan rckomendasi hasil uji lapangan dan pembahasan teknis;

e. pemantauan penerapan dan dampak pelayanan.



BAB VI

MONITORINC, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal I ?

(l ) Pelaksanaan monitoring Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dilaksanakan oleh

Bupati melalui p€jabar yang ditunjuk.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara b€rkala

setiap 3 (tiga) bulan sekali alau sewaktu-waktu sesuar dengan kebutunan

(3) Pada kegiatan monitoring dapat dilakukan tindakan pengendalian sesuai dengan

ketentuan yang b€rlaku.

Pasal 18

(l) Evaluasi p€laksanaan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dilaksanakan oleh

Bupati melalui pejabar yang ditunjuk.

(2) Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayar (l), dilakukan s€car8 berkala setisp

3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika di perlukan'

(3) Eva.luasi sebagaimsna dimaksud pada ayal ( I ) dilakukan terhadap :

a. kinerja pelayanan;

b. op€rasional;

c.rencana penyelenggaraan pelayanan;

d. kepuasan Pelanggan.

Pasal 19

(l) Pelapomn penyelenggaraan Perizinan Terpadu dilakukan setiap minggu secara

berkals.

(2) Laporan dibuat oleh Kepala KPTSP-PM dan disampaikan kepada Bupati-

(3) Laporan penyelenggaraan Perizinan Terpadu sekurang-kurangnya mernuat :

a. gambaran umum penyelenggaraan perizinan;

b. rencana kerja;

c. organisasi;

d. kinerja PelaYanan;

e. laporan keuangan.

(4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENCAWASAN

Pa$al 20

(l) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pelgawasan teknis dilakukar secara berkala dan insindentil sesuai dengan

kebutuhan.

(3) Meka.nisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'



PERSYARATAN IZTN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH :

l. KTP Pemilik/Penanggung Jawab/Dir€ktur Pcn6ahaan:
2. Su'at kuasa dari p€milik tsn h / lahan;
3. Tsnda Buki Pcnyetonn Janinan Kcsungguhon dari Bank Pernbangunan Da€rah ( BpD ) Kabupaten Msros;
4. Surat kcseFkatan penggunsan lahan yang dikct lui oleh Dusun, Desa dan Camat
5. Setrlifikar Tanah / Rincik / Akta Jual Beli Tanahi
6. Suril rakomcndasi dari Camst sctempat
7. 3 (tiga) lenbar Peta Wilayah Pertdnbangan dengan skata dan Peta Profil ftmanjang dan melinrang (bih lokasi swgai);
8. AMDAL atau Usaha Pengelolaan Lingkungai (UKL) drn Usaha Pemanfaatsn LinSkungan (UpL);
9. Ahc Pcndirian Perusahaan (b€gi yang bcrbad& Hukum dan mernual usaha penarnangan),
| 0. Surat Rckomendasi p€riimbangan teknis dsri BAPEDALDA lkb.Maros:
I l. Surat Rekomendasi Pertimbangan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Marcs;
| 2. Laporan Keuangan Tahun ter.khir yang talsh dibual olch Akuntan Publik:
13. Laporan l€n*ap Eksploirasi;
14. Surat Pcngesahan Kcpqla Teknik Tambsng;

STRUKTUR I'AN BESARNYA BTAYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH :

Redasar*2n Undong-und@g Nonor 28 tahun 2009 tentang Pajok don Re'ibusi dinana retribt si unt* Izin lJsaha Pertambanpan tidak Diatur
didalonnya, naka retribusi untuL |zin Usaha Pe ambangan tidai dipungu biaya

PARAF

S€kda

AliEton T
Ki.F:iia l(: ".')t t.
Kisulag I 

'aS



LAMPIRAN PERATT'RAN BUPATI MAROS

NOMOR : 30 T'!++U^J xoll
TANGGAL : 7 MAPET AAI

TENTANG : STAMAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAI\
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAI{ PENANAMAN MODAL



MEKANISME PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU OAN PENANAMAN MOOAL KABUPATEN

(a

-ta
"iroT'

"lPE|Oltoll ff

l(.t:
- J.lur b.rb dln| p,ta-

. Jalua pr||tl o0l dolunan
PadalE ron paftl.|r

- Jah, aa[pria] a.||.r!lnl

Tt
-

- rrud
tEflt

otEtttoR



BAGAN TEXAI{ISTE PROSEOUR PELAYAIIAII PERIZI A}I
PAOA KATITOR PELAYA'{A}{ TERPADU SATU PITTU DA}I PE}IAIIAXAI UODAL KAAUPATEI TAROS

PETOHOX FROIIT DEAK KEFALA
SEKSI

OPERAT PEIUGAS IEKJ{E XA8DA

ir€nced
InfonD6i

lrdrDarlkan
Inb.mad t
Fonrulk

lsifo.mulk
P6rmoho-
mn & p€r-
sya€lBn
adminbtrd3i

P€nFriklaen
P€nnoltdtst
A poalyarabn
adlr{nbtr.i

Chock Adminis-rk k|pd D.a. P.mG
hal

Men€rim€
buhi p6nyo-
ronan Dot-

t

Oisoosisi

Pdnad(lad| adml-
ni3teli t lapdEan

ia3 permo
hman

Ch€ck ha3il dbpo-

*!inb peflncr
hon6n dito-
bk a mono-
rima bdlea
pong€mb+
llen

hptf lrl rf.po-
r5

Membeyer
bieF izin

SKRD Trrnrkai
PamtEyfen

_J
RaolaFani
hrld Cd &r.a lril

JP6€f Suret lzln

l(oofrmall
Suaet ldn

Srralltin-
dibrima



LAMPIRAN 1. PROSEDUR TEIAP / STANDAR OPERATII{G PROCEDURE (SOP) f,zlT{ MEIIDIRIKAN BA GUI{AN (ITIfB) KTf,TOR PELAYA]|ATI
TERPADU SATU PII{TU DAN PENAI{AMAT{ I{ODAL

Jonis Lin Msa B6rl.ku Ein P€db€d
Paii|nbanq€n

Daaar Nukum lrl.ksud dan Tujuan Pe6yrr:tan Slandar Bi.f. W.Ku

I a 6 9 t0

lzin M€ndidian
Sangun.n (lil8)

IMB b.rlaku
aabna bangunan
Itu bordiri dan
tid.k.da
p€r!bahan

Tlm T€tnl! P€raluran Dac6h
Kabupator l{aaoa llomot
l9lahun 1005

dal.m .!ngk! rntlsipa.i
p$capatan p€atunbuhan
p€mbangunan drn
mcnjamln tat t rtib,
kc{yamanan, kes€ladahn
b gunan yang .da di f\.b.
!ra|9s, pedu
adanya peftblnsen,
p€ngawasan dan
pengendrli.n tg|h.dap
bangunan yang a€nantiaaa
menlngkrt;
bangunan yaig berdiri
harus ditengani dan
dikclola aeauai thr€an
Rencrna Tda Ruang
Wilayah K.b. llarcs,

Tedamplr Tgrl.opl. 5H!d k d.



PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNA"N ( IMB ) !

Pholo Copy S61ifikar Tanah rtau Akta Jual B.li dcngan disertai aslinya;
Photo Copy KTP;
Tsnda PclunasaD PBB;
G.rnbar Sintari t klsi (Si& Pl.n)
Surd Kcterangan dri Dcsa / L|nlh dan Cdnaq
Sulaf Pr6etujuan Tcf sngga;
Gdnbsr Rrncrngm Gedung;
Khlsxs unruk Pdrmthan, Cudan& dan Indushi Mclanpi*an rtkoncl|&si kclayrksn linghngdt dad Badan Lingkungan Hidup
(BTII)
P&r Photo 3x4 lard bclakang rn rih = 2 lanbar
Md€rsi 6{n0 2 Irmbrtr

STRUKTUR DAN BESAXNYA BIAYA TARIF RETRIBUST TMB

Basamya r€aibusi lzin Mcndirikan Bangum 0lvIB) lcbogainrna yrng dimalcud dal.rD pcraturan Dacrah adalah :

)

4.

6.
7.
E.

9.
10.

i!! Mcodir'lk tr B.nguna! B.ru

r Bangunad Mewah
b, Bangunan Standar Baik
c. Bangunan P€menen Strndf Biasa
d. Balgunan Serni Pcnnan€il
€, Bangunan Rumah Panggung Mawah
f. Bangunan Rumah Panggurg Biasa
g. Bangunan los / Kios
h. Bangunan Pelataran
i. Bmgun n Pagar Basi
j. Bangunan ruar Bcsi
k. Bangunan P€ar Tenbok
l. Bangunan Pagd Tcnbok

- Luas B&rguar x Rp,350.q)0,- x 3%
= Luas Bargunan x Rp.275,0(n,- x3Yo
= lnrs Bangunan x Rp.200.000,- x 37.
= has BsnSunrn x Rp.l 50.000,- x 3Y.
- Luas B.Dgunan x Rp.30O.000,- x 3olo: Lu.! Bangunan x Rp.50.000,- x 3%
= Luas Bangunsn x Rp.150.000,- x 3%
- Luas Brngm.n x Rp.100.000,- x 3%
= Jd TinSgi 150 Cm x Rp.15.(fJO,- r,3yo
= Tinggi 150 Cm Dlt x Rp.100.000,. x 3%
= Jd Tinggi I 50 Cm x Rp.50.000,- x 3%
= Tin8gi 150 Cm Dst x Rp.75.W,. x 3./o



B. Brtrguortr To?cr

C. McEbuaa Bsaguutr Rcklanc

Bangunsn Rcklama

D. M.nperbaikl da! Mctrgubah Bargur.r

a Bangunan Mewah
b. Bangunan St|nda Bai*
c. Bangunan Pcnnancll Standar Biasa
d. Bangunan Semi Pennanql
a Bangunan Rurnah Panggung Ma{rh
f. Bangunan Rumah P&ggung Bi&sr
& Bangumn Las / Kios
h, Balgundr Pclalsran
ii. BaDgunan Pagar B€si
j. B$gunan P€.r Bcai
k. Bangunan Pagrr Tcnbok
l. Baqunan Psgs Tcmbok

E. B.trguo.n y.ng dibby.l Olch P.dclirtrh

a Bangunan Ma\i6h
b. Bangunan Standar Baik
c. Bangunan Parmanen Standa! Biasa
d. Bangunan Scni P€imanen
c, Bangunan Rumah Panggung Mewah
f. Bangunan Rumah Panggung Biasa

& Bangunan lrs / Kios
h. Bangunan Pclalaran

= Lo!! t ThSgl r Rp.l00.olxb r 3.2

- Luls Pqan x Rp.50.000,- x 2Yo

= Luls BangurEn x &,.350.000,- x lt %
= has Bangun n x Rp.215.M,- x 1,5 ./6

= lxas Banguoan x Rp.2q).000,- x 1,5 %
- Lurs B.rEuoln x Rp,150.000,- x I,5 7e

= txas BanguuD x Rp.300.000,- x lJ 7.: Lu6 Baoguner x Rp.50.000,- x 1,5 %
- Lxr. Bargun& x Rp.150.000,- x 1,5 %
= Ires BsDgun n x Rp. 100.000,- x | ,5 %
= dd Thggi 150 Cm x Rp,75.0@,- x 1,5./t
= TingSi 150 On Dst x Rp.100.000,- x 1,5 %: Vd Tinggi 150 Cm x Rp.50.000,- x 1,5 %
= Tirygi 150 Or h x Rp.?5.000,- x 1,5 %

= Luas Bangun.n x Rp.350.000,. x
= Luas Bangunan x Rp.275.q)0,- x
= Lu6 Banglmrn x Rp.200.0@i x
= Luss Bangunan x Rp.150.000,- x
= Luas Bangunan x Rp.3O0,OO0,- x
= Luas Bangun.n x Rp.50.000,- x I
= Luas Bangunan x Rp,I50.000,- x
= Lurs B.ngunan x Rp.100.000,- x

t%
I o/o

l'/o
1o/o
1'/o
o/o

lV.
l'/o



t B[gunEP.grBrd - r'd frrSgi 150 Cn r tp.?5.000,- x I t6
j. BuSr@ Prgr B.d -Thggi t50 & Dlt x Rp.100.000,- x I X
k Blogrm hgr Tcobot - ddTi|rggl 150tuxRp.50.m0,-x I %
l. Brlgt|erurT.irtok - T:|!ggi 150 Cn Da x Rp75.000,- x I N

tr t rtr|.! S.r.r. lbd.b d!| Sal.|by. et6

C. n t| .|dililtr.d
BiryrAdEi.ilt si n-gio L!! trblh Ibi 2q) M2 - &1100.m0,-
BiryrAdDhbai Bdgtna L|ur Kurug Dai 2001r2 - &,.60.00,-



LAUPIRA 2. PROSEDUR TErAp / STANDAR OPERATII{G PROCEDURC (SOP) IzIr{ PERUNTUIGN PENGGUT{MN TANAH KAt{fOR PEI-AYAIIAI{

TERPADU SATU PINTU DAI'I PENANAMAN ODAI

J€niE lzin lasa 8ed.ku Lin Pembed
Pe.limbenqan

Dar3r Hukum ll.k$d dan Tuiuan Parsyaralan stand.r 8i.ya W.Ku

I 2 1 5 E 0 10

Hn Paruntukan
P€nggunaan
Trn.h

12 Bulan llm Teknl3 Para{uran Daenh
K$upater Uarc3 l{omor
m l.hu|| 2005 ton[.ng
Pgrubahan Poraturan
Da$.h l{omo, l2 Tlhun
i999 t6ntang R€tdbusl lzin

Pairitukan Psngguman
Tandr.

L tlong.o pesatnys
pallambahan

p.nduduk E

Pgnbangunan
dl Kab. 

'i|a@8dlp€rlukan suatu
a.|rcana
pom|nLatan
rufig oongan
td.p
momM.tik n
ko!€lualan lahan
dan k9laatarian
lingkungan;

Untuk mandt
pongounaan dan
ponanledan
rulng Kab.
lraro! t
dldorcng
dengfl 3€|nakln
n.nlnglrhya
k6Muhan
ruang lota, mara
p€du.danya
pengondallan

dan pgngalur.n
mol.lul porijinan;

Torlamplt T€d.mplr 7 tlad ked.



PERSYARATAN TZIN PERUNTUKIN PENGGUNAAN TANAH :

l. I&nu T.ndr Pcnduduk ( KTP );
2. Akta Pendirian Perus.haan I'I, CV otau Badrn l.iq
3. carnbar Situ.si t kssi (Site Pl8n);
4. Surat Kat€rangan dsli Dcsa/ Kclurahan:
5. Surat P€trryeiasn Bdas Tan h Tetanggd;
6. Trn& Pelunasan PBB;
7. Photo Copy Sutat Tamb S€difikat hnsh arau AId! Jual Beli dengan mcnycrtai rslinya

STRUKTUR BESARNYA BIAYA TAXIF RDTRIBUSI lj TN PERI'I{TI'XAN PENGGUNAAT{ TANAJ{

Besam),a Undang-urdang Nomor 28 tahvn 2009 tentdg Pqiab dan Reiibutt rt tut lzin Petuntukb, pengAuian Tanah
Titl& dlatu drlalarinls, naka retribusi w,uL lztn Perurtafun Peignaa, Taruh tidat diptotgul biaw.



.,,.t{ 3. pRosEDUR TEIAP / STANDAR OPCRATII{G PROCEDURE (SOP) tZIt{ GAt{GGUAltl (HO) KANTOR

PEIIAYAT{ATI TERPADI, SATU PINIU DATI PEI{ANAI{AI{ IIIODAL

ldn ( ..r
(Ho)

lr'n I-.8€d.k! tdn Pqnb.d
Pdtmbamai

Daaaa Hukum ataqd drn Tuloaa P€€yantan Srnd.r Bi.y. W.ffit

2 1 6 9 t0

an 3 T.hsn Tim Tdob P€ratunn D!6l8h
Kabuoatan f,aot omor
15 Tlhun tggg t nttng
R€tlbusl ldn G|ngqu.n

Solrlng dong.n
morlngkrtr|y.
k€glda|| €konoml dl
Kab. *l.|ot, prrlu
tdanya porlgSwat.n
d.n pongqrddLn
lhGutrlya uLh!
.komnl y.ng d.pd
n.rlhrlbrdk r
e {gu.n d|n
tarcdr!riya
lingkung.n

T.dampl T€.larDl. I Hrl lori.



PERSYARATAN IZIN H.O (HINDER ORMNANTIE) I

l. Akta Pendirian Parusahaan )€ng telah disahkan di Pengadilan atau Inslansi yang Berwenang;
2. KTP PemiliUPen nggung JawauDir€ktu. Perusahaan;

3. Sura Kep.milikan Tanah;
4. IMB alau Bukti Kontrak / S€wa Bangunan;
5. Bukti Pelunasan PBB Talurl Betjalan;
6. Pss Pholo w€ma latar meiab, ukuran 3 x 4 cm = 3 lcftbar
7. Surat K€terangan Peluntsar Fisi€I.

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA TARIF RETRIBUSI IZIN H.O (HINDER ORDONANTIE):

Besamya retribusi Izin H.o (HINDER oRDONANTTE ) s€bagaimana yang dimakud dalam Pemturan Daemh edaiai :

- K$rasan Irdustli Indeks I
- Kawasao Pedagangar tndeks 2

- Kawasan Pariwisaid Iadaks 3
- Kavrasan RurnKim Indeks 5

- Luas < looo I,!2 ^ Rp. 5o.ooo,-
- Luas 1000 M's/d2000 M' Rp, 100.000,-
-Luas 2001 M'Jd4000 M' Rp. 150.000,-
- Luas > 4000 Mz Rp.500.000,-

Cam menghitung ta.if : Luas x Indeks



&nls lzln tlasa B6rlaku lzin Pofiberi
P$tlmbanoan

oasarHukum llalc'ud dan luiuan P€|Eyar.tan $and.r ELya WaK0

1 2 3 1 5 I 9 10

Sur.t bin
Temp.t Usaha

{sfiu)

3 tehun dan t
tahun aokall
dhralltion uituk
nelakukan daftar
ulang

TiD Tek s P.r.turar lh€nh
Kab(pd9n fia|ls Nomor
05 t.hun 21102 ted.ng
Retdbusl ldn Temp.t
t,saha

Tadindun$ry.
p$usanaan
y|ng monjal.nkan
uEahanya
t.car.t rtib,,ujur
d.n 6uk ;

Tolbinanya dunla usaha
dan
pcrusahran,
porusahaar
k cil, mmeng.h
d*r bg3al
T.rcit{rts ikli|n us.h.
Fng ..h.t dan t€rtib;
l..gdinya sumber

P€|ldapalan;
L€nc€tlt bahan-bahln
l(€tllmgen yang
dlbuat aoaa6 bonar
dlai luatu psrusahaln
dln norupekan sufibar
lntonnad r63ml untlk
aemua pftakyaig
borkopontlng.n
mong€nal
ld.ntitrr den
lateran0an
lalnny. ten(ang

P0rulanaan

l.d pk Ted.mpl. 4 Had toda

lamplran 4. PROSEDUR TEfAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZII{ TEIIPAT USAHA (SITU)
I(ANTOR PELAYAI{AN TERPADU SATU PII{TU DAN PEI{ANATA MODAL



PERSVARATAN IZIN TEMPAT USAHA ( SITU ) :

Mengisi Permohonan;
Akla Pendirian Perusrhaan yaDg telah disahkan di Pcngadilan atau Instansi yang Berwenang;
KTP Psrilik/Penanggung Jawat'/Direkhr Perusahaan;
Kclerangal Usaln dari Lurah / Des4
Pas Photo ukumn 3 x 4 cm Letar Merah 2 Lembar
Ptoro Cop)' Buki K.pcmilikar Tanah
Buldi Pelu&san PBB Tahun Berjalan
Marerai 6000 I lembd

l.

5.

7.
t.

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA TARIF RDTRIBUSI I'ZTN TEMPAT USAHA ( SITU ) :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahm 2009 tentang Pajak dan Re',ibusi dina a retribusi untxk lzin Tenryt Usaha (Slftt
tidak Diotur didalonq,a, ,naka retlibtsi ,mtui Un Tenpat Usaha (Sm, dak dipuLgut biatto.



LAMPIRAN 6. PROSEOUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR PERUSAHAAI{ ODP)
KA'{TOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAi,IAN MODAL

J6ni6lzin Masa B6daku hin Pembgd
Perlimbenoan

gasarHukum ilakuddanTujuan Pe6yar3tan Standar Eiaya W.ldu

I 3 1 I 10

Tanda oafiar
Perusaharn

ODP)

5 Tahun Tim Teknis P.raturan Da6@h
Kabupaten l{aros Nomor
27 Tehun 200i t ft.ng
Ret busilzin lJsahe
Ind6tri F€dagangan dar
Waiib Daftar Porusahaan

1. Tedindungnya
porusa|laan-yang
menjalankan
usahanya socare
lertib, Jujur & terbuka;

Torbinenya dunia t;3aha
danperusahaan,

Perusahean l(ecil,
menengah dan b€sar;
Tercipt.nya lklim usaha
yang 39ha1

dan t€rlib;
Torgallnya sumber
pendapatan Kc{e;
fl€ncalal bahan-bahan
k6ler.ngan yang dibuat
6ocara benaldai suatu
perusahaan dan
merupakan Sumber
Informa3i resmi untuk
aemua pihak yang
borkepentingan
meogenai idontita3
dan.kgterangan
lainnyatentang
perusahaan;

1.

5.

T€.lampir Tedampir 3 H.ri korja



LAMPIRAN 6. PROSEDUR TETAP / STAT{DAR OPERATTNG PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR PERUSAHMI{ (TDP)
KANTOR PELAYAI{AN TERPAOU SATU PINTU DAN PENANAMAI{ I.IODAL

(

lrlaksud dan Tuj@n

Tanda Daftrf
Perusahaan
(roP)

Pgraluran 0a6ch
Kebupabn faro3 Nomor
27 Tahun 2001 t.dang
Rotribusi lzin usaha
Industri Pardagangan ddl
Wajib oafta. Porusahaan

Terlindungnya

Poru$haan- yang

monjalankan
usananya seca6
to.tib, juiu. & terbuka;

Torbinanya dunia uaah.
danporu$haan,

Perusahaan |(acil,
nenongah dan besar;
Torcipt nya iuim u3.ha
yang sonar
dan t6|tib;
la.gallnya sumber
pondapatan Ko(a;
Mencatat bahan-bahan
keterangar yang dibud
5oca6 benaa deri suatu

P6rusahaan dan
morupakrn sumber
lnfomasi resmi untuk
$mua Pihak Yang
b.rksp€ntingan
nengonai ldontitas
dan. kstorangan
lalnnyatantang
perurahaan;

Todamplr 3 Had k€tia



PERSYARATAN |,ZIN USAIIA PERDAGAI\IGAN ( SIUP ) DAN T:ANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )

l.
2.
3.

5.
6.
't.

E.

Akta Pendirial Perusahaan yang tclah di$hk& di Pengddila[ ata! Instabsi yang Berwcnang;
Pengcsahan dari Menteri K€haki.natr untuk PT l"lE berb6dan Hukum;
Su.al lzin Ternpat Us6ha (Slflr;
KTP Petrrilik/Penrnggung JawavDireldur Pdusahaan;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Neraca P€nBahaan:
Pas Photo ukuran 3 x 4 crn lat r balskang rne6h;
Mdc.ai RD,60O0 3 ldftar.

STRUI(TUR DAN BESAXNYA EIAYA TARIF RETRIBUSI I?IN USAIIA PENDAGANGAN ( SIUP ) DAN TANDA DAFTAR
PERUSASAAN ( TDP):

Betdasarkan Undang-undong Nonor 28 tahq 2009 tentang Pqjak dan Raib8l dimana rdb$i urrrt hin Usdha Perdogangoh (SIUP)
dan Tanda Daf,ar Petusahaan (IDP) ,ida* Diatur Adabdnya n*a r*ibusi antuk lzin Usaha Pedagdngai (SIUP).lanTanh Ddtar
Perusahaan (DP) tidak dipunsut bicw.



I-AMPIRAN 7. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATIT{G PR(rcEDURE (SOP) I:UT{ USAHA INOUSTRI (IUI)
KANTOR PELAYAI{AN TERPADU SATU PII{TU DAN PENANAITIAN MODAL

J.nls lzin llasa Bedaku lzin Pemb6ri
Pedinbenaan

Da8a. Hukum Makud drn Tujuan Pe6yaratan 6-tandar Biaya Itaktu

1 3 1 I I t0

lrin Usaha
Indusid (lul)

5Tahun Tlm Tsknis P66luran Daedh
Kebupdgn faro3llomor
27 Tahun 200i t ang
Reldbusl hln t sahe
Industri Pordagangan dan
Wrllb D.f trr P€rusehean

Mencatat bahan.bahan
kct r.ngan yang dlbuat
suatu poru$haran dan
usahs Indulkly.ng
merupal(ltn rumb€a
lnfo.nasl raahi untuk
samua kepq{ing€n
manoenal ldent'rtig, data,
3e(a koterangan.
kdorlngrn hinnya tentang

Peruaahaan dalam rangka

Peigav,asan, pedbinaan
dan mq{amln oslha.

Todamdr Tarlamplr 3 Had k€da



LAIIPIRAN 8. PROSEDUR TETAP / STAT{DAR OPERATII{G PROCEDURE (SOP) TAT{DA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
KAiITOR PEI.AYAJ{AI{ TERPADI' SATU PI IU DAT{ PEI{ANAIIIAN MODAL

Jenb Ein llell 8€daku Eln Po|nborl
Peiimbanqan

oaaar Bukum Xalsud dan Turuan P€rsyalttan Srfld.r Slaya Waldu

t 3 1 E I 10

Tmda Od.r
Industrl (I0l)

5 Trhun lin T.knl3 P€rduran t aerdl
Kah.tDat€n llao! Nomor
? T.hun A)01

I{gr|crtat b$$+.hdl
k€tsnng.n Fng dibuat
au*r poruaalEaar dtl
usatu Industri yfig
m€|uDrlm arxnbar
lntormasi rlcmi untl|t
6rrt|u! k€p€fitingn
m€ngfi .l ldor{ita!, d.tr,
s€(a l(etorangEn.
ket6nngan l.inny. ts&ng
p€|rt.ahaan dCan nng||
p€igawalan, ponbinaan
dan medamin uaaha.

ledampir Todamplr 3 tlari ftrda



PERSYARATAN IZIN USAEA INDUSTRI ( tUI ) drn TANDA DAFTAR INDUSTRI ( TDI ) I

l. A116 Pendi an Perusabaft yang telah disahkan di Pengadilan atau Instansi yang Berwenang;
2. Surat lzir Tempat Usaha (SITtD;
3, KTP Pernilik/Penanggung Jawab/Dircktuf Perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (MwP);
5. Pas Photo lkuran 3 x 4 cm;

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTru ( IIN ) den TANDA I'AFIAR INDUSTRJ ( TDI ) I

Berdasarl@n Undang-undang Nomot 28 tahw 2009 tentattg Pqjak dan Retribrai dimana retribusi untuk lzin Usaha Industri (IU, dan Tanda Daftar
Industri (TDI) tidak Datt didalannya, maka letribllsi utuk lzin Usaha Industti QUI) dat Tanda War Intustri (TDI) tidak dipungut biara.



I.AMPInAI{ 9. PROSEDUR TENP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR GUDAITG (TDG)
rAlrOR PELIYANAI{ TERPADU SATU PII{TU DAt{ PEIANAIIIAI{ l,lODAL

Jonh hin llala Berl.ku hln Pembod
Pedmbaman

oasar Hukum lraksud d8n lujuan P9rsyaratan g.ndar Eiaya lY.Ku

I I 8 9 10

Tanda t dlr.
Oudang OOG)

3 Tahun Tim T€l(nls P€rdu.rn Da€6h
Ksbupatsr i|.ros Nomor
30 fthun 2002

1. lodindungny.
Parusanaan-
PatuSanaan
Y{|g m9nj.hnbn
utaharya Sactn
&iib dln t€rbula;
T.dlnanya dsnl.
uaaha dan
psusanla&
P€dlahaan l€c,ll,
m€n9ngah dan b€sar;
Tcdptury.lldlm
u$na yang
.ehd d.n tedlb;
T€qallnya $nber
oln p€ngafi$an
p6odrpdar Kot ;
ll6nc.t l bah.n
bahan k€tecangan
ylng dibrnt t€ctrd
b€nar dlri gultu
p€.u3ahaan t
merupakan sunber
lnfonnsl rcaml
urituk .omu. plhak
yang b€rkop.nllngan
|rl€ng€nai kl€r{itas
dan tatarangan
lalnnya tentang

Perurahadr;

l.rlafiplr Torl.ftplt 3lhd k€4:|



PERSYARATAN TANDA I'AFTAR GUDANG ( TDG ) I

l. Izh Mcndirikan Bangunn (IMB)
2. Surat lzifl Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perus€haan C[DP) dan T&da Daftar Industri (TDI);
3. Surat lzin Ternpol Usabt (Smr;
4. KTP P.milik/Penanggung Jawab/Dir€ktur P€rusalDrn;
5. Nomor Pokok w4iib Pajak (NPWP);
6, Pas Photo ukuran 3 x4qn;
7. Mde.ai RD 6,000

STRUKTUR DA}I BESARNYA BTAYA TARIF TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG ) :

Berdasarkan llndangat dang Nomor 26 tahun 2009 ktrtaq Pajd* dan Rttributl didana retribusi ntuk Tanda Dafar Gudane QNi) tidak Diatt
didalannya, makdrenib$i ntutT@da Daftar Cfldang (TDG) ndak dipunsa biarv.

l



IAMPIRAI{ 10. PROSEDUR TETAP / STAI{DAR OPEMTI G PR(rcEDURE (SOP) DZII{ TRAYEK/PERPAIII'41{GAJ{ DUI{ TMYEK
(ANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PIT{TU DAI{ PENAI{AIIIAN MODAL

Jenb hin asa B€daku ldn Pemb€ri
P€dimbandan

Oasar Hukum lr.ksud dan Tuluan Palay.ratan Standar Biaya WaKu

2 1 I I 10

lzin lrareU
Perpanjang.n Ein
Traysk

5 tahun Tlm Toknh Poraiunn Daalah
KabuDaten liaaos l{omor
06 T.hun m02

Penyolonggaraan
Perhubunga meaupakdl
salah rrtu unt nadl
pe (onomian yang

m€tDlllki D€r8nan
pondng d.lrm monunlang
ponbtnguntn diseglla
soldor. llalam upay.
oomblnaan dan
perEondalian Tr.yd(
angkutan psd! diatur
molalul Dertdnan

Torlamplt Torlamplr I Hari k€da



PtsRSTARAfIN EIN 1TAYEK !

L KrntTd.bP. tu&k(KTP)Paootd:
2. Buhi Kcpqailikln Keodrr@n (STNK);
3. Btr IJI Kldhrc(KIRI
,1. BuId Pelullsln Jslq Rr[aja;
5. Nonor Polok WClb PSjrl (NPWP).

STRUKTI'R DAI{ EESAXNYA BIAYA TAXIF Iz|N IRAYEK 3

Ido Traicf *hgdmoa tug diod(s|d d.ho Pcr.turrl k€h !"'rr.h :

- Bau R9 2().000,-
- P.rpejdgu Rp t5,000/t hlm

)
I

t



-

iJ{MPIRAN 11, PROSEDUR TEIAP / STAI{DAR OPERATIT{G PROCEDURE (SOP) xZIt{ USAHA JASA KOI{STRUKSI (n rK)
KAITTOR PE!.AYAI{AI{ TERPADU SATU PINIU DAN PENAT{AIIIIJ{ IIOOAL

Jsnb Lin ilasa Borlaku Eln Pombed
P€rtmbanoan

Da8ar Hukum ilaksud dan tuluan PorayardaI $.nd.r Eirya ftK!
1 a 5 E 9 10

tdn U$ha Ja!.
Konshrk8l (lUJKl

3t hun l|n ToknL Poaa{uEn 0ae6h
Kabuortgo ilaros l{omot
24 T€hun 200|

Jaar Kon tllC
ndnpunyal pa€nann
.lrdtagb dd.m
p€mbangun.n di d.er.h
sd n g€ &lam
p€l*aenalniya porlu

dilalulan Dlmblna|n b.lk
Irid.p p.iy€dl.l*a,
pongguna Jala maupun
maatar*at ouna
m€numbuhkan
pdnahamm dan
kealdar:an *an lugas,
filng!|, h* d.n korv.llb
3€al| fisrhgkdon
ksntmpu$ dal.m
n*ulrdk ntedb: Lb.lr.
Ja$ l(on.t|uksl,
poryd.ngg.n n
p€kodeen konltrukrl dan
tod! D€narf..tln hasll
peL,iaan lonstlt6i

lod.mpir Tod.mplt 2 Hlri k da



PERSYARATAN IZIN USAIIA JASA KONSTRUIGT (IUJK)

l. FormulirPermohonan;
2. KTP Pemilik/Penanggurg Jawab/DirEktur Perusahaan
3. Tanda Bukti Pemboyaran RetribuJi ruJK;
4, Sertilikat Badan Usaha (SBII); dh€rtai dengan aslinya
5, Tanda Daffsr Perusahaan CIDP);
6. Nomor Pokok Wejib Pajak (NPWP);
7. Surat lzin T€mp8t Usqh. (SITI ;
8, Akta Pendirian Perusahaan Beseria Perubahannya;
9. Kadu Tanda Anggota;
10. SIUJK bagi Perusahasn yarg lama;
I l. Sertifikat Keterampilan Kerja / Keahlian Kerja; dise.tai dengan oslinya
12. NRKT atau NRKA;
13. Daft8r Pengalamad Pek€.jaa S€lama 5 Tahun Terakhic
14. Daftar Peralatan:
15. Foto-foto kantor dan peralat n
16, Pas Photo ukuran 3 x 4 cm; 4 lembar (latar m€rah)

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Berdasarkan lJndang-ndary Nomor 26 tahn 2N9 aentong Poja| dan Renibai dimana re,ribusi unu* Izin Usoha Jasa Kons.ruksi (IUJK) tidak Diatur
didalamhts, maka renibusi untuk lzin Usaha tasa Konstrubi (ruJQ idak diptolgut biats.



-

LATIIPIRAN 12, PROSEDUR TETAP / SIAI{DAR OPEMTT G PROCEDURE (SOP) IZIT{ PET{GAIIIBILA AIR TANAH
KA TOR PEI.AYAT{AI{ TERPADU SATU PITTU DAT PET{AT|A A IIIODAL

J€nls ldn lft3a E.rlaku lzin P.mborl
P€dmbenoen

Dasar Hukun Lakud dan Tuluan P6rlyar.tan S-tendrr Biayr lvakt!

I a E 0 10

tdn P.ngambllan
AIr Tmah

3l.hun Tlm Tetnl! Paraturin oaadh
f\abupltao Ma,o6 llomot
l2T$un al|Bt.nt ng
Rdribusi lzin Plngglolaan
Ak Bafdr Taoah dan Air
P€rfluben

P€ng.nddl.n al. hwah
tan.h dlm.klrdk n untuk
m6{uludlon
l(o.olmb gan

&n [rt||allhara lunbar
d.y. .Hbat
p€I|e||nblhn .lr blYrah
tan$ yang tonra
msnaru3. PangondCian dr
bdw.h bnah bs.t4uat
agar
kabaaadaan dr bavnh
tandr r6b|gal sumbor
d.yr drt t p tsrpsllhrn
dar dapli
mengantislpa3i tunt tan
p€rtambengan
panhngunan yang

b€r*d.niuhn.

Torl|mpl. T€rl.mpl. {H.ri k ria



PERSYARATAN IZIN PENGCUNAAITT AIR TANAH !

L Surat P€mohon n
2. Pda Lokasi titik sumul bor/ penggalian skal. l:1000
3. Photo copy IziD Prinsip, HO,IMB (untuk perusahaan)

4. Photo copy KTP PeBilik / Penangguog Jawba/ Direktul Perusahaan
5. Photo copy tktapcndirian Frusahaan
6. I,hoto copy lunas PBB r.raldir
7, Photo copy bukti kcp€Nnililsn tanah / status bnah
t. Photo copy Sulf Izin Prng€boran
9. Surat Rekomendasi dad Camat setemDat.

P€rsyaralan Ter<rris :

Suiet Rekomerdlsi telois dari Din's Pfitamboncan Kab. Maros
kporan Lengkap Elsplo.asi
Suraf P@gesaban KQala Tdsrik Tatftsog

STRUKTUR I'AN BESARNYA BIAYA TAruF RETRIBUSI TZIN PENGGUNAAN ATR TANAI:

Bedasa*an Undang-lotdang Nomor 28 tdhun 2009 tentang Pajak dan Retribusl dinaha rctibusi nh/k Izin Penggunaan Air Tonah tidak Dianr
didalamnya, natu retribusi ntuk lzin Penggmaan Atu Tanah tidak diplnga Uata.

t.
2.
3.



LAMPIRAI{ 13. PROSEDUR TETAP / STAJ{DAR, OPERATII'IG PR(rcEDURE (SOP) ZIt{ USAHA PARIMSATA
IGI{TOR PELAYAT{/IJ{ TERPADI' SATU PINIU DAI{ 

'EI{ANAIIAIT 
IIODAL

Jenb lzin fl.sa 86deku ldn Pemb€d
Psrlimbanoa|r

Itrsar liukum li.ksud dan Tuiu.n Pe€FraLn $ da.Bhy. W.Ku

t a I 9 10

tdn t sah.
Prrlwb.t

l tahun Tim lolorl! Pg|'dtur.n thonh
Krbupat€n llaro! Nonor
15 T.hun 2002

&mbar drya dlo dan
3umbq daya nanugia
y.ng
berupa haya{ maupun non
hayrti ha3ll rckay..a
kBati |nanulia ylng
!9rup4
buday. dap.[
dlm.ntaatkan dan
dllo.t rikrn untut
k€!€J.hter8$ matyaralca
lu|! dangan
hlnladihnny.
sob.gai obyek d.n day.
tadkwb.ta;

Tarlaflplr T.rl.|npl 2 H.ri t rl.



PERSYARATAN tz n{ USAHA pARrwrsATA :

4. Suat permohonaa

l' lly*o'qg.v. I uuto coov st I u
7. Phqo 66ev 111P P6nqhen
8. Pho{o clov lunas PBB terakhir

?t lhqo *iy utt" p.oairian perusahaan
Iu :ur'd Fmyataan Frs.tujuan lctangga
I I rnoto copy bukti kepdnilikan tanah / slatus tanah

Jcnis Izin Usalra pbr.iwisata ( PERDA NO. 152002)

l. Us"h" Ru-rh Mrkatt2 Us"h" R"ttoran
3. Usaha Hotet dengan Tanda Binbng

1. ljsen, Hotel deng" Ts"da BunSe Melati
).usahaPcrialanan
6. Usrhg wisata Tirta
7. Osaha lmpcsariat
E. Usaha iasi Konsultan Pariwisara
9. tjsahs kswa$r Psdwisata
10. usaha obiek wisata
I l. Usdra Jas6 Pr.muwisata
12. Usaha Rumah Makai
13. U5uh Agstoron
14. Usah6 Hotel dengatr Tanda Binlang
I ) usaha Horcl dmgan Tanala Bunga Melati
I 6. Usaha perjalanan
17. U$ha Wisars TLta
I 8. Usu6 1ap1s5661
19' Usahajas;Konsultan Pariwisata



20. Usrh Krflls.a Pdtulrd
21. Ussha Obri.k Wis.ti
22, Usata Jasr Prouwista
23. Usahs Jasr lDforoosi P{iwisaL

STRUKIIIn DAI{ EESAnNYA BIAYA T|RIF it LIRIBUSI l:IN USIf,A PARIWISATA :

&a.lasarfu, Urr.laA-ord@rg Noaw 2E td'/,r 2Mt , ) iang Pojc; i,.tr Raf:tbtatt .frn@n ,cd/lbtsl tortu* ttin Ataha Pofitdtda dfut Dtdt dlMdntr,a,
nata fidbt tt tstuL bin UnIu Pariwtsab fukd|:.r; btalta.



LAMPTRAN 14, PROSEDUR TETAP / STAI{DAR, OPERATING PROCEDURE (SOP) IZII PEIIIUiIGUTAT{ H/ISIL HUTAN
BUKAN I(AYIJ (PENYADAPAN GETAH PIIiIUS) KAI{TOR PEI-AYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PEI{ANAIIIAN MODAL

&nis Lln fra€ B€daku Lln P6mberi
Pe ifib.noan

oaiar Hukum Maksud dan Tujuen Pelsyalatan $rndar Eiaya Waldu

I J a I 9 l0

lzin Pemungutan
H.3il Hulan Bulan
Kayu (Penyadapan
Get h Pinur)

Tim Toknls Poratu,an 0aa6h
Kabupaton l{a!6 lomor
12Tahun 2001 tontang
Parizinan t gaha

Kehrtanan dan
Parkebunan

lrel€itarik.n lingkung.n
hldup, parqamanan, dan
prno{iban pemanfaatan

ha.il hut I boka[ k yo
padr hulan €gar! dan
hutan raky.t

T6rlamplr Todamplr 6 Had k€4.



LAMPIMN 15. PROSEDUR TETAP / STAI{DAR OPERATING PROCEDURE (SOP) I;ZIN USAHA PEMANFMTAT{ HASIL HUTAfl KAYU
(IUPHHK) PADA HUTAN TA AMAN RAKTAT (HTR) KANTOR PELAYAI{A TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAII,IAI{ ITIODAL

J€nis bin ilara Eedaku Eln Pembed
Portimbanaen

DasarHukum Maksud dan Tujuan PeEyaratan s1andar Biaya lvaKu

1 1 8 9 10

lzin Usaha
Pamantaatan Hasll
HuLn Keyu
(IUPHHK) peda

Hutan Tanairan
Raky.t 0{IR}

60 Tahuo dan
dapat
diperpanjang
aatu kali untuk
,.ngka waktu
solama 35 tehua

Tim Toknis Poraturan llonterl
Kehutanan Nomor:
P.5l snhut.llf2oo8 lentang
Perubahan Pardturan
Mentori Koho(anan Nomor
PrS enhd.lU2COT
tentang tala Cara
P€rmohonan lzin U$he
PflEnfaelan Hasll Hut n
Kayu pada Hutan
lananan Rakyat dalam
Hulan Tanaman

Dalaft 6ngka
pombangunan Hutan
tanaman R.kyat (HTR)

Tedampir Tedainpir 7 Had keda



LAMPIRAN 16. PROSEDUR TETAP / STAT{DAR OPERATII{G PROCEDURE (SOP) IZIN PEMANIMTAI{ KAYU TA AH MILIK (IPKTM)
I(ANTOR PEI.AYANAN TERPADU SATU PINIU DAN PENANAI{AN MODAL

Jenls hin lksa Bedaku lzin Pembsd
Peiimba[oen

oasalHukum Maksud dan Tujuan Pg6yaratan S'tandar Biaya WaKu

I 2 3 a E 10

lzin Psmantaatan
Kayu T.nah lllk
(rPlfir{)

lzln dsrgan lua3
>50 ha maksimal
I lahun

bin dengan luas

150 ha maklmal
6 bul.n.

ldn dtp.t
dip6rpanjang
lpablla
kevJ.liban.
|(.wrjiban
ditentukan i.l.h
dlpenuhi dengar
Iedentuan potonsi
t gakln mrlih
meo|lngkinkan
untuk
dlebploftasl

lln Telolg Pelatunn oaarah
Kabupalon ila.os llomor
lzTahun 2002 tont ng
Rotrlbusi kin P6manfaatan
Kayo l.nah llllik

Peraturan Bupati uaro3
l{omo. 08I\,/112005 Lntrng
Petunluk l€knls
P€l.kanaan Pedzinan
Pcmanfaatan Kryu T8nah
fritik

r. lloningkatlGn iumber
pondapatan dan
pombsrdayaan akonoml
masyanftat m€lalui
u$na
mompordag6ngkan
msnfaat lahan dan harll
hutan rakyad hulan rilllk
borupa kayu,

b. Sob.gai al.t Pembin!
dan pon.diban bagi
pongguoaan kayu atau
ponebangan hutln
a€c4a l€gal

Todampir Terlaftpit 4 rhd le.,a



PERSYARATAN IZIN PEMIJNGUTAN IIASIL HUTAN BI.'KAII XAYTJ ( IPHHBK); IZIN USAIIA PEMANFAA,TAN HASIL

rrUTAlr KAt U PADA IrurAN TANAfuI-N RAiyAT OUPHIIK-HTR) ri rznt pnl*cnr,or.Alr'l XAYU TANAII MrLrK

(IPKTTvI) I

l. Surat Permohonan

2. KTP Pemilik / Penangguog Jawab / Direktur Pr€usan

3. Sket / Pel,a t kasiSkals I:1000

4. Berita kemitraan / bukti kepemitikan indusci / surat pedanjian kerjasama dengan pemilik industri

5. Photo Copy sertifikat Hak Milik Tanah / SKPT dari BPN Kab. Maros / surat K€terangan Desa tentang Kepemilikian Tanah dan Bukti

Pembayaratl PBB

6. Su.at Kebrangan Kebenaran lokasi atau dornisili dari Kepala Desa

?. RekomendasiIUPHHK' HTR dariKepala Desa

8. Sumt Kuasa dari Pemilik l"ahan

9. Dokumcn Amdal atau UKL / UPL

10. Photo copy Kaftu NPWP

I l. Daftar Susunan Anggota Kelompok / Kopetasi / P€rusahaan

12. Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi

13. Rekomendasi tekris dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Maros

14. Surat tzin Tempat Usaha (SIT[) / Sumt lzin Perdagangan (SIUP)

15. Surat Pemyalaan Bersedia Mengioti Peraturan yang berlaku

16. Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (lalat memh)



STRI'KTUR DAN BESAXNYA BIAYA TAruF RETRIBIIfl LITN USAHA PARIWISATA :

Berdasarkan Ilndang-undang Nomor 28 tahun 2009 centang Pojak dan Retribusi ilinara retribusi nt!* Izin Pem@gltan Easil Huaan Bukan Kayu
(IPHHBS; Izin Usaha Penanfaatah Hasil E,tan Kolu Padd H tan Tananan Rabat (IUPHHK-HTR) & Izin Pengetolaan Kay Tanah Milik (IPKTM)
tidak Diattlr didatannya, ma*a retribusi tntut lzin Pe oquto, Hosil Eldn Bl/kon f,at QPHHBK); Izin Usaha Pernanfaatan Hasil Euan Kayu Pada

Hutan Tananan Rakyat (IUPHHK-WR) & Izin Pengelolaan Kalu Tanah Milik (PKTM) tidak diPngu bidya.



I-AIiPIRA'I 17. PROSEDUR TETAP / STAT{DAR OPERAIING PR(rcEDURE (SOP) IZII{ USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KANTOR P€LAYAI{AN TERPADU SATU PIiIN, DAN PENANAII.IAN II|ODAL

&ob Lin Masa Borlaku Hn Pemb€ri
Podinbanoan

oasar Hukum llak5ud dan Tuluan Po6yaratan S16nda. Biaya WrKu

I a E 9 10

hln
U..hr
Part nbangEn
Ebphnei)

ilak3ind 3
lahun dan
l{lnlmd I lahuo

Tim T.knie Paraturan lh€rah
KtbuDatan lllsror Nofior
3li l.hun XXX

Panbinaan, pllrgafuran ,
p€ng.ndalLn dan
pengavra|n atar ftaglatan
pemanfaahn ruang,
penggunaan lumbor daya
alafi, balrng, pr.aanna,
6annr, atau LslliL3
t!d.nt! gun mdlnduqi
kapodlngan umum dan
mo.{.ga k l.stad.n
lingkungg|.

Tarlampla Torlanplr a Hrd Lri.



LAMPIMI{lS.PRosEDuRTEfAP/STANDARoPEMTINGPRoGEDURE(soP)q|_U.SAHAPERT^ii|BAI{GAI{oPERASIPRoDUKSI
KANTOR PETAYANAI{ TERPADU SATU PINTU DAI{ PENAT{AMAN MODAL

llabud dan P.rsYaratan St ndar Bilya lVrKu
Jonls hin *l.3a 8€daku bdn Pemberi

Poirmbanqan
0a3rr Hukun

E I l0
I a

1 tl.ri k taPanblnaan, p€ngatunn ,

pong€nd.ll.n dan
pongawa3an atar k€glabn
pomanfaalan ruang,
pooggunaan sumb€r daYa

rlam, barang, pfllaaan.'
aarana, aiau ft!ilK6!
torlont! guna drdindungl
ka0onlingan umum dan

morjega k l.tiarlfi
llngkungan.

Ted.lnpir Tarltnplr
kln
Uaaha
Podanbangan
opsra3l Prcduksl

$ak lmal 3
Lhun dan
l{lnln.ll Tahun

Tltn Toknl€ Ponlu'.n oaorah
Kabupatan [alos llolnor
35 Trhon :,001



I-AMPIR/AN T9. PROSEDUR TETAP / STAI{DAR OPERATII{G PROCEDURC (SOP) tzIT{ USAHA PERTAIIBAI{GAII RAKTAT
IGI'ITOR PEITYAI{'II{ TERFADU SATU PIT{TU DAI{ PEIIAI{AMAI{ MODAL

Jenb Hn |l1.!r Bodaku bdn P€|nbod
Padiftbenoen

Dasar Hqlalm lilrksud d|n Tuluai P6$yfiatan Strndar 8l.F Wrlfri

2 t 1 c 9 10

Ein
U3.h.
Pqbnbq|g.n
R.kyat

nalrln.l3
lahun dan

dmd t Tahul

llm l.lo s P€dunn [h.nh
Kabuolt€n iltroa Nomor
35 Tahun Z,lFl

Parnblnaan, peqabraa ,

p6ng.nd.llln drn
pang8rYa!|n da! Lglatar
pot|tfih.tln tu tg,

P€a{gunafi $mbaa dayr
aLm, baran!, pflaann|'
r.nnr, ltru f.3llltll
ldtdtu gum ndln&ngl
kspanting$ umun dan
ms$ge Llo.t d.n
Iingtungan.

Trdrnpk lodanth | 8d f.dt

Y


